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ABSTRACT 

 

Tax is one important source of state revenue to advance the state revenue. The 

company is recognized as a business entity required to withhold income tax of 

Article 21 of its employees. The purpose of this study was to determine whether there 

are significant differences PPh amount payable according to Article 21 of Law No 

Income Tax. 17 of 2000 with No Income Tax Act. 36 of 2008. From both the Income 

Tax Act, will be compared between the four alternative policy is a policy Article 21 

Income Tax which is borne by the employee, is borne by the company, supported by 

the company, and the gross-up. 

  

Based on the results of the study were PT. "X" has been applied Article 21 supported 

the policy of the company. The amount of income tax payable for income tax policies 

of Article 21 which is supported by the company are considered more profitable 

company because the company pays less tax, while the difference between fiscal 

costs and commercial costs to be borne by the company are also smaller when 

compared with the third alternative.  

 

This study uses a method of testing hypotheses. Data taken from the payroll of 

employees in the production and marketing of PT "X". Data were analyzed using 

Paired Samples T Test. The results showed that there was a significant difference 

between the amount of income tax payable according to Law no. 17 of 2000 by Act 

no. 36 of 2008. The author concludes that the application of Article 21 Income Tax 

policy is supported by the company more profitable than the application of Article 21 

Income Tax policy covered employees, covered companies, and in gross-ups. The 

author recommends continued to support companies to implement the policy of 

Article 21 supported corporate income tax that has been applied to the company.  

 

 

Keywords: Income Tax Act No. 36 In 2008, Income Tax Act No. 17 In 2000, income 

tax payable  
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ABSTRAK 

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk 

memajukan pendapatan negara. Perusahaan yang diakui sebagai kesatuan usaha 

diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 atas karyawannya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh 

Pasal 21 terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 

Tahun 2008 dengan cara membandingkan antara keempat alternatif kebijakan PPh 

Pasal 21 yaitu kebijakan yang ditanggung oleh pegawai, ditanggung oleh perusahaan, 

ditunjang oleh perusahaan, dan di gross-up. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata PT. “X” selama ini menerapkan kebijakan PPh 

Pasal 21 ditunjang perusahaan. Jumlah pajak penghasilan terutang untuk kebijakan 

PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan dianggap lebih menguntungkan 

perusahaan karena perusahaan membayar pajaknya lebih kecil, sedangkan selisih 

antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan juga 

lebih kecil bila dibandingkan dengan ketiga alternatif lainnya. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis. Data diambil dari daftar gaji 

karyawan bagian produksi dan pemasaran di PT “X”. Data dianalisis dengan 

menggunakan Paired Samples T Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata 

terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan terutang 

menurut UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008. Penulis 

menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh 

perusahaan lebih menguntungkan daripada penerapan kebijakan PPh Pasal 21 

ditanggung pegawai, ditanggung perusahaan,dan di gross-up. Penulis menyarankan 

tetap mendukung perusahaan untuk menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang 

perusahaan yang selama ini diterapkan perusahaan. 

 

 

Kata Kunci: UU PPh No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan 

terutang. 
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